BAB 1V
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN

BAGI HASIL PERTANIAN

A. Tinjauan Dari Segi Pembagian

Menurut ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-undang
No. 11 Tahun 1960 tentang bagi hasil tanah pertanian,
pembagian hasil usaha ditetapkan : Untuk padi yang
ditanam disawah memberikan sebagai imbangan antara
pemilik sawah dengan penggarap 1 : 1 (satu banding
satu). Untuk daerah-daerah dimana imbangan tersebut
telah lebih menguntungkan pihak penggarap akan tetap
(Undang-undang Pokok Agraria, 1960 : 202).

Jika dilihat ketentuan pasal tersebut diatas,
maka sistim perjanjian bagi hasil pertanian yang di-
praktekkan oleh para petani di Desa Sedeng tersebut
sesuai dengan apa yang ditentukan oleh pasal-pasal
tersebut diatas, dimana masing-masing memperoleh bagian
yvang sebanding.

Jika dilihat lebih lanjut pasal 7 ayat 1 ini maka
dalam pasal ini nampak dengan jelas bahwa pembagian
hasil diantara petani penggarap dari bagian yang mereka
terima menurut Kketentuan dalam pasal 7 ayat 1 ini
diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Kepala
Daerah Tingkat II yang bersangkutan untuk menghindarkan

terjadinya pemerasan dengan ketentuan = perbandingan
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antara bagian yang terbanyak dan yang paling sedikit
tidak boleh lebih 3 dibanding 1.

Dilihat dari ketentuan ayat ini berarti sistim-
sistim yang dipraktekkan oleh para petani di Desa
Sedeng tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Undang-undang Pokok Agraria, baik sistim bagi hasil dua
tanpa potongan maupun bagi hasil dua dengan potongan.
Dalam prakteknya bagi hasil di Desa Sedeng ini pihak
petani penggarap sebagai pihak yang lemah telah menda-
patkan bagian diatas ketentuan pasal ini (Undang-undang
Pokok Agraria, 1960 : 202).

Dalam pasal 7 ayat 1 ini juga ditegaskan, para
pihak dibawah pengawasan Pemerintah Daerah Tingkat [II
boleh mengatur sendiri pembagian hasil dengan memakai
sistim yang telah mereka sepakati asal tidak ada unsur-
unsur pemerasan dan pemaksaan. Hal ini sesuai dengan
ketentuan pasal 320 BW., yakni dalam pasal ini dijelas-
kan bahwa suatu persetujuan dianggap sah apabila telah
memenuhi empat syarat yaitu
1. Sepakat mereka yang telah mengikatkan diri
2. Cakap untuk perikatan a4
3. Sesuatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal. (KUH Perdata. 1986 : 305)

Jika ditilik dari ketentuan pasal ini, pembagian
hasil yang dipraktekkan bagaimanapun bentuknya selama

tidak ada unsur-unsur pemerasan dan pemaksaan maka
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sistim bagi hasil tersebut tetap sah. Apabila suatu
sistim dilakukan dengan paksaan dan pemerasan lebih-
lebih bertentang dengan rasa keadilan, maka yvang
demikian ini dilarang oleh negara kita vang ber-
falsafahkan Pancasila.

Dalam ajaran Islam diajarkan bahwa suatu per-
Janjian bagi hasil itu berdasarkan kepada kesepakatan
bersama antara pihak-pihak yang melakukan perjan,jian
tersebut. Sistim yang akan dipakai untuk membagi hasil
panenan yang diperoleh haruslah dijelaskan lebih dahulu
dalam akad, hal ini untuk menghindarkan perselisihan
pada waktu bagi hasil. Dalam kitab Al-Mu'amalatul
maliyah wal Adzabiyah dijelaskan sebagai berikut

1. Pembagian atau bagi hasil itu harus disebutkan

pada waktu akad.

2. Hasilnya untuk kedua belah pihak yang telah

mengikatkan diri dalam perjanjian.

3. Kedua belah pihak menerima pembagian dari

Jjenis yang sama.

4. Pada saat pembagian hasil harus dimaklumi oleh

kedua belah pihak.

5. Bagian hasil dari kedua belah pihak harus ada

Jumlahnya misalnya 1/2, 1/3 dan sebagainya.

6. Tidak sah jika disyaratkan ada tambahan kepada

salah satu dari bagian hasil yang disepakati.

(Al-Mu'amalatul maliyah wal Adzabﬁyah, 1938 : 146)
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pada waktu akad.

2. Hasilnya wuntuk kedua belah pihak yvang telah

mengikatkan diri dalam perjanjian.

3. Kedua belah pihak menerima pembagian dari
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Untuk bagian masing-masing pihak mengenai kadar-
nya dalam Islam tidak ditentukan secara pasti karena
dalam masalah keduniawian itu diserahkan kepada manusia
jtu sendiri. Artinya kadar yang akan digunakan untuk
membagi 1itu tergantung kepada kesepakatan kedua belah
pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian bagi hasil

tersebut sebagaimana hadist Nabil SAW.
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Dalam hal perjanjian bagi hasil ini Nabi Muhamad
SAW. juga telah mempraktekkannya. Perjanjlan bagi hasil
vang dipraktekkan oleh Nabi SAW. ini sistim yang di
pakai untuk membagi hasilnya adalah dengan sistim bagi
dua, artinya masing-masing pihak memperoleh bagian
gseparoh-separoh. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadist

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah :
\}7»t; = °_P'crp‘§f35\L)\ L)”MJ;QJH\Cfls
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"Dan dari Ibnu Abbas : bahwa NHabi SAW. menyerah-
kan tanah EKhaibar yaitu tanah dan pohon kurma
dengan syarat bagi hasil yaitu masing-macing
memperoleh separoh”.

(As-Syaukani, 1983 : 16).
Prinsip-prinsip Islam dalam bermu’amalah di-

antaranya adalah adanya sifat keadilan artinya berbuat
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adil antara sesama didalam bermu'amalah, menjaga
keseimbangan antara hak dan kewajiban, memperhatikan
hak orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam kitab

suci Al-Qur'an yaitu
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"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum
kerabat dan Allah melarang dari perbuatan keji,
kemungkaran dan permusuhan. Dia member i angdjdr—
an kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”
(al-Qur'an, 1974 : 415).

Dari penjelasan ayat diatas dapat diambil suatu
pelajaran bahwa Allah SWT senantiasa memerintahkan
kepada kita untuk selalu berbuat kebajikan serta supaya
kita selalu berbuat adil didalam melakukan mu'amalah
antara sesama, terutama dalam masalah bagi hasil perta-
nian sebagaimana yang penulis maksudkan ini.

Berlangsungnya perjanjian bagi hasil yang di-
laksanakan pada zaman Nabi Muhamad SAW. adalah per-
janjian bagi hasil pertanian, hal ini sebagaimana yang

dijelaskan dalam hadist yang diriwayatkan -oleh Imam

Ahmad dan Tbnu Majah dari Tbnu Abbas, yaitu
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"Dan dari Ibnu Abbas : bahwa Nabi SAW. menyerah-
kan tanah Khaibar yaitu tanah dan pohon kurma
dengan syarat bagi hasil yaitu maisng-masing
memperoleh separoh-separoh". (Nailul Author,

1983 : 1350).

Jadi dengan mengacu kepada hadist diatas, maka
suatu kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau
lebih dalam bidang pertanian adalah dibolehkan menurut
Islam karena hal ini juga telah dipraktekkan pada zaman
Rosulullah Muhammad SAW. juga karena kerja sama terda-
pat didalamnya unsur-unsur saling tolong menolong
antara orang-orang yang mengikatkan diri dalam per-
janjian kerja sama bagi hasil pertanian tersebut.

Pihak kedua yang dalam hal ini adalah petani
penggarap itu kebanyakan dari kalangan petani-petani
miskin yang mana mereka itu tidak memiliki lahan per-
tanian sendiri untuk diolah sehingga bisa diambil
hasilnya. Maka dengan adanya petani lain yang lebih
kaya yang sudi memberikan lahan garapan kepada para
petani miskin, maka kesulitan-kesulitan hidup para
petani miskin ini bisa terpecahkan dengan mengolah
lahan tersebut sehingga dapat diambil hasilnya. Seba-

gaimana firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an surat

al-Ma'idah ayat 2 yaitu
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"Dan bertolong menolonglah kamu dalam k?baJ!kdn
dan taqwa, dan jangan bertolong menolong kamu

dalam dosa dan pelanggaran". (Al-Qur'an S. Al-
Maidah 2) (Depag. RI., 1992 : 157)



Maka dengan mengacu dari ayat diatas maka suatu
bentuk kerja sama bagi hasil pertanian ini adalah
diperbolehkan karena terdapat unsur-unsur tolong
menolong didalamnya.

Bagi hasil pertanian adalah merupakan suatu
bentuk kerja sama yang sangat umum dan sangat dikenal
oleh masyarakat petani di pedesaan khususnya para
petani di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojone-
goro. Bahkan sistim kerja sama bagi hasil pertanian ini
sudah merupakan tradisi yang selalu dilakukan oleh para
petani pedesaan karena tidak semua para petani desa itu
memiliki lahan sendiri untuk diolah sehingga dapat
diambil hasilnya. Di Desa Sedeng suatu bentuk kerja
dalam bidang pertanian dengan membagi hasil yang di-
peroleh itu lazim mereka beri istilah "arealan”.

Bagi hasil pertanian merupakan suatu hal yang
sudah dikenal oleh masyarakat petani, khususnya di Desa
Sedeng, karena hal ini sudah menjadi kebiasaan atau
tradisi.

Dalam kitab Ushulul Fiqhi dijelaskan bahwa suatu
yang sudah dikenal oleh masyarakat itu disebut ‘'urf

yaitu
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"Urf 1ialah apa yang saling dikenal oleh manusia
dan berlaku padanya, balk berupa perkataan,
prerbuatan atau meninggalkan sesuatu. Dan 1tu Juga
dinamakan adat dan dikalangan ulama® tidak ada
prerbedaan antara mereka mengenal urf dan adat".
(Wahab Khalaf, 1978 : B9).

Didalam kitab Ushulul Figh dijelaskan bahwasanya
urf itu dibedakan menjadil 2 macam yaitu :

1. Urf Shahih, yakni segala sesuatu yang sudah sallng
dikenal wumat manusia dan tidak berlawanan dengan
dalil syara”.

2. Urf Fasid, yakni segala sesuatu yang sudah saling
dikenal oleh manusia tetapi berlawanan dengan hukum
syara’.

Perjanjian bagi hasil pertanian yang dipraktekkan
oleh para petani di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupa-
ten BoJonegoro adalah dengan memakal sistim yvang ber-
macam-macam yakni ada yang memakai sistim bagi dua
hasil, bagi tiga hasil dan lain-lain. Sistim-sistim
vang diterapkan tersebut ternyata sangat memenuhi hak
bagl orang-orang yang mengikatkan dirl d1 dalam per-
Janjian bagi hasil pertanian tersebut terutama bagil
petani pemilik lahan dengan petani penggarap sawah.

Bagian yang diperoleh petanil penggarap dengan
petani pemilik 1lahan tidak ada selisih yang besar
bahkan bagian mereka rata-rata adalah sama. Dengan
demikian maka sistim kerja sama bagi hasil pertanian
vang dipraktekkan oleh para petani di Depa Sedeng ini

sesual dengan ajaran—-ajaran Islam yakni keadilan dan

keseimbangan.

53



Dilihat dari praktek bagi hasil di Desa Sedeng
tersebut maka bisa dikategorikan sebagai Urf shahih
karena tidak ada unsur yang bertentangan dengan syara'.

Sebagaimana yang penulis jelaskan dimuka bahwa
sistim pembagian hasil pertanian yang diterapkan oleh
para petani Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten
Bojonegoro adalah bermacam-macam antara lain adalah
- Sistim bagi dua (moro loro)

- Sistim bagi tiga (moro telu)
- Sistim bagi tujuh (moro pitu)

Dari beberapa sistim pembagian hasil pertanian
yang sering diterapkan oleh para petani Desa Sedeng ini
ada salah satu sistim yang jarang diterapkan lagi oleh
para petani yaitu sistim bagi tiga (moro telu). Adapun
sistim pembagian lain yakni bagi dua dan bagi tujuh
masih diterapkan sampai sekarang. Kedua siétim ini oleh
para petani di desa khususnya petani-petani di Desa
Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro dirasa
sangat cocok dan sesuai dengan usaha-usaha mereka
artinya hak-hak yang mereka peroleh éeimbang dengan
kewajiban-kewajiban yang mereka laksanakan sehari-hari.

Dalam sistim bagi tiga (moro telu) yang oleh para
petani jarang diterapkan karena dianggap sangat merugi-
kan petani penggarap. Cara pembagiannya adalah petani
penggarap memperoleh bagian 20% - 30% sedangkan bagian

petani pemilik lahan adalah memperoleh 50% - 60%.
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Dilihat dari cara pembagian yang diterapkan dalam
sistim bagi tiga (moro telu) diatas maka jelas ada
kerugian pada petani penggarap yakni kewajiban yang
sangat berat ditanggung petani penggarap sementara hak
yang diperoleh adalah tidak seimbang.

Apabila kita lihat cara pembagian yang diterapkan
dalam sistim bagi tiga ini dan kita kembalikan kepada
teori yang dirumuskan dalam ilmu Ushul Fiqih maka
sistim ini tidak termasuk 'urf fasid artinya suatu
kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara'. Sistim
bagi tiga ini terdapat unsur ketidak adilan yaitu
besarnya bagian yang diperoleh petani penggarap tidak
imbang sama sekali dengan beratnya kewajiban sehari-
hari yang dilakukannya. Sementara bagi petani pemilik
lahan memperoleh bagian yang sangat besar sementara
bagian kewajiban yang harus dikerjakan adalah sangat
ringan bila dibandingkan dengan kewajiban yang dilaksa-
nakan oleh petani penggarap.

Ketentuan-ketentuan dalam Islam' bahwa kita di
anjurkan supaya selalu bertindak adil atas sesama dalam
berbagai hal, apalagi dalam masalah mu'amalah ini seba-

gai firman Allah dalam Al-Qur'an sebagai berikut
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"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil
dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum
kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji,
keingkaran, serta permusuhan. Dia memberi penga-
jaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pe-
lajaran". (Al-Qur'an, 1974 : 415).

Sebagaimana yang dimaksud dalam ayat diatas
bahwasanya kita selalu berbuat adil demikian pula dalam
praktek pembagian hasil pertanian yang menyangkut hak
dan kewajiban antara sesama maka ini jelas kita harus

lebih bisa untuk berbuat adil.

B. Tinjauan Dari Segi Beban-beban yang Menjadi Tanggungan

Petani Penggarap dan Petani Pemilik Lahan

Didalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 pasal 9
disebut beban-beban yang menjadi tanggungan petani
penggarap dan petani pemilik lahan yaitu
1. Beban yang menjadi tanggungan petani pemilik lahan

yaitu : Pajak tanah seluruhnya (Undang-undanag No. 2
tahun 1960).
2. Beban-beban yang menjadi tanggung jawab bersama

petani penggarap dan petani pemilik lahan yaitu

I

Pembelian bibit

Pemilik bibit

Biaya penanaman

Biaya panenan (UUPA, 1996 : 195-196).

Menurut Dr. Fuad Moch. Fahruddin mengenai beban-
beban yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak

adalah sebagai berikut
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Beban yang menjadi tanggung jawab bersama petani

pemilik lahan dan petani penggarap sawah yaitu

Apa yang dibeli secara kontan untuk Kkeperluan
tanaman seperti bibit, pupuk kimia dan pembasmi
penyakit-penyakit dan obat-obatan pembunuh
serangga.

Membersihkan saluran dan jalanan air yang besar
atau pokok.

Apa yang dibutuhkan untuk menjaga tanaman seperti

ronda dan lain-lain.

Beban yang menjadi tanggungan pemilik sawah

Pajak pemerintah yang biasa

Pajak tambahan

Reparasi tanah secara besar-besaran

Perbaikan yang lazim bagi tanah disertai dengan

bangunan-bangunannya.

Beban yang menjadi tanggungan penggarap sawah

Segala operasi yang lazim dilakukan terhadap
tanaman, baik ia mengerjakan sendiri maupun dengan
memaka i ternak yang diperlukan ' untuk tanah,

tanaman dan pengairan.

Semua yang tidak disebutkan dilakukan bersama
antara pemilik dan petani penggarap.

Memberi pupuk.

Memerangi penyakit tanaman yang biasanya dilakukan

dengan tangan.
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- Memperbaiki alat-alat pengairan, penanaman yang
biasa dan alat panen.
Adapun pembagian beban dalam kerja sama bagi
hasil pertanian yang dipraktekkan oleh para petani di
Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah
sebagai berikut
- Obat-obatan, pemupukan dan biaya panenan adalah
merupakan tanggungan petani penggarap dan petani
pemilik lahan.

- Pemeliharaan tanaman sehari-hari seperti pembersihan
rumput adalah tanggungan petani penggarap.

- Adapun yang menjadi tanggung jawab petani penggarap
sepenuhnya adalah pajak sawah.

Apabila praktek bagi hasil pertanian didalam
pembagian beban bersama yang ditanggung oleh masing-
masing pihak dihubungkan antara pembagian beban menurut
Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 dan pembagian beban
menurut Dr. Fuad Moc. Fahruddin maka pembagian beban
yang dipraktekkan oleh para petani Desa Sedeng Kecama-
tan Kanor Kabupaten Bojonegoro adalah tidak berbeda
jauh, artinya pembagian beban kewajiban petani
penggarap dan petani pemilik yang dipraktekkan oleh
para petani di Desa Sedeng adalah sesuai dengan

ketentuan Undang-undang dan pendapat Dr. Fuad Moch.

Fahruddin.
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Dalam aJjaran Islam pembagian beban yang harus
ditanggung petani penggarap dan petani pemilik lahan
tidak disebutkan secara pasti. Akan tetapi dalam
hadist-hadist Nabi SAW. hanya menjelaskan bahwa Iabl
Juga pernah melakukan bagi hasil dalam bidang pertanian
dengan cara Nabi memberikan sebidang tanah pertanian
kemudian hasil yang diperoleh dibagi dua (separoh).
jadi mengenal beban-beban yang menjadi tanggung Jawab
masing-masing pihak tidak dijelaskan dalam hadist-
hadist Nabi tetapi hanya menjelaskan praktek yang

dilakukan oleh Nabi sebagaimana dalam hadist-hadist

berikut :
L EouN e 3 ey ot ye\e
"Ibnu Umar berkata : Bahwa Nabi SAW. bekerja sama
dengan penduduk Khaibar dalam menggarap sawah
ladang dan tegal dengan ketentuan menyerahkan

geparoh dari penghasilannya berupa korma atau
buah dari tanamannya." (As-Syaukani, 1983 : 14).

Dalam hadist lain disebutkan :
oo N OV s M (> e 2N o
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"Dan dari Ibnu Abbas : bahwa Nabi SAW. menyerah-
kan tanah Khaibar dan pohon kurmanya dengan
(syarat) bagi hasil : yaitu maisng-masing menda-
pat separoh”. (Nailul Author, 1983 : 186).

Dan dalam hadist yang lain Juga disebutkan sebagail

berikut
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"Dari Thawus bahwa Mu“adz bin Jabal menyewakan

tanah pada masa Rosulullah SAW., Abu Bakar, Umar

dan Ustman dengan bagl hasil sepertiga dan seper-
empat dan 1itu vang berlaku sampal pada masa

sekarang”. (Nailul Authar, 1983 : 18).

Dalam hadist-hadist tersebut diatas tidak di
Jelaskan secara detall mengenal pembagian beban yang
menjadi tanggungan masing-masing pihak yakni petani
penggarap dan petanl pemilik lahan, akan tetapl hadist-
hadist tersebut hanyalah menyebutkan suatu sistim yang
dipakali dalam membagi hasil vang diperoleh vakni
separoh, sepertiga atau seperempat.

Perkataan mendapat separoh dari hasilnya 1tu
berarti bolehnya muzara“ah dengan cara bagi hagil
tertentu misalnya : separoh, sepertiga seperempat dan
lailn sebagainya.

Kalau dilihat dari keseluruhan pembahasan terge-
but diatas dapat disimpulkan bahwa boleh mengadalkan
perjanjian bagl hasil keuntungan dan pembagian beban
kewajiban menurut aturannya sendiri-sendiri dengan
catatan tidak berlawanan dengan prinsip ajaran Islam

hal ini sesuai dengan hadist Nabi SAW. yaitu :
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“Perdamaian itu boleh antara kaum muslimin,

kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal

dan menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin

(wajib) berpegang teguh dengan gyarat—asyarat

mereka kecuali syarat-syarat yang mengharamklan

yvang halal atau menghalalkan yang haram”. (Hamzah

Ya“qub, 18984 : 270).

Dan didalam kaidah fighiyah disebutkan
- PN
SLe s DuP

Agama Islam adalah bertujuan untuk memelihara
kehidupan manusia itu sendiril dan juga merupakan dasar
hidup yang berguna dan bermanfaat serta membawa
kepentingan bersama untuk bersama. Karena 1itu Islam
memberikan garis-garis besar dalam berbagai hal untuk
dijadikan dasar peninjauan yang perinciannya dibahas
oleh manusia sesual dengan kemampuan akal plkirannya
dalam kehidupan didunia ini.

Pembagian beban kewajiban dalam sistim bagi hasil
dan bagi tiga hasil tersebut dilatas, kalau dilihat
secara teliti ternyata tidak memberatkan kedua belah
pihak baik pemilik lahan maupun penggarap sawah. Sebab
pada akhirnya biaya-biaya tersebut semuanya dikembali-
kan pada masing-masing pihak setelah tanaman dipanen.

Dengan demikian maka dapat maklum bahwa pembagian

beban kewajiban dalam sistim bagi tiga maupun bagi dua

adalah tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip Islam.
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. Tinjauan Dari Segi Masalah dan Mafsadahnya

Perjanjian bagi hasil pertanian ini banyak sekali
membawa maslahahnya. Diantaranya adalah dengan kerja
sama ini para petani yang hidup dibawah garis kemiski-
nan bisa tertolong karena dengan menerima lahan dari
petani lain yang tentunya lebih kaya dari dirinya ini,
maka ia bisa memperoleh hasil dari usahanya didalam
mengolah lahan tersebut.

Dalam masalah tolong menolong ini' Allah SWT. juga
berfirman didalam kitab suci Al-Qur'an yaitu :

k,ALxﬁg%}\a—;;E{) L}J}b;";xbt;*»g_,AS’\5{9\5549
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"Dan bertolong menolonglah kamu dalam kebajikan
dan jangan bertolong menolong kamu dalam dosa dan
pelanggaran". (Depag RI, 1992 : 157).

Dari penjelasan ayat diatas jelas bahwa Allah
memerintahkan kepada kita untuk saling bertolong
menolong dalam kebaikan. Di dalam kerja sama bagi hasil
pertanian ini juga berarti petani kaya yang memiliki
lahan garapan, maka dengan mengolah tanah pertanian
tersebut para petani akan bisa mencukupi kebutuhan
hidup sehari-harinya.

Didalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Imam

Bhukori dan Imam Muslim dari Anas r.a bahwa Nabi

Muhammad SAW. bersabda
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“Tidak ada seorang muslim yang menanam tanaman
atau membuka lahan persawahan, kemudian ada
burung atau manusia atau binatang ternak
memakannya, kecuali baginya itu sedekah'. (Shohih

Bukhori, 997).

Hadist diatas menerangkan bahwa dalam perjanjlan
bagi hasil persawahan banyak membawa maslahah yaitu
diantara sesama muslim yang satu dengan yang lain
terjalin persaudaraan yang erat. Karena pada kenya-
taannya tidak semua orang itu bisa mengolah lahan
pertanian yang dimilikinya, baik itu karena kesibu~
kannya sehari-hari ataupun karena memang ia tidak bisa
mengolah lahan pertanian. Oleh karena 1tu ia memerlukan
orang lain untuk mengerjakan tanah yang dimilikinya
tersebut yaitu dengan menyerahkan ladang peraawahan
tersebut kepada petani-petani lain kemudian hasll yang
diperoleh dibagi diantara mereka yakni petani penggarap
dan petani pemilik lahan.

Adapun keuntungan bagi petanl penggarap adalah
sangat besar karena dengan tanah pertanian tersebut
kesulitan-kesulitan hidup yang dirasakan akan blsa
terpecahkan dengan memperoleh hasil dari lahan

pertanian orang lain yang diusahakannya Lersebutb.
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Oleh karena Kkerja sama bagi hasil ini membawa
maslahah yang besar maka Islam membolehkannya dengan
cara Muzara'ah (paroan sawah ladang) sebagai upaya atau
bukti pertalian kedua belah pihak.

Perbuatan yang demikian ini dilakukan oleh
Rosulullah SAW. dan juga dilakukan oleh para sahabat-
sahabat beliau sesudah Nabi wafat.

Al-Bukhori dan Al-Muslim meriwayatkan dari Ibnu
Abbas bahwa Rosulullah SAW. mempekerjakan penduduk
Khaibar dengan upap sebagain dari bebijian dan buah-
buahan yang dapat ditumbuhkan dari tanah Khaibar
tersebut.

Muhamad Ali Baqir bin Ali bin al-Husain ra.
berkata : Tidak ada seorang muhajirin yang ada di
Madinah kecuali mereka itu menjadi petani dengan menda-
patkan sepertiga atau seperempat. Dan Ali ra., Said bin
Malik, Abdullah bin Mas'jd, Umar bin Abdul Azis, Qosim,
Urwah, keluarha Abu Bakar, keluarga Umar dan Ibnu
Sirin, semua terjun kedunia pertanian. Dikarenakan
banyak membawa keberkahan diantara mereka.

Didalam perjanjian bagi hasil persawahan adalah
terdapat adanya jangka waktu perjanjian sebagaimana
yang ditetapkan dalam pasal 4 ayat |1 Undang-undang
Pokok Agraria. Dengan dibatasinya jangka waktu pengola-

han tersebut maka bagi petani penggarap akan merasa
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memperoleh tanah garapan dalam jangka waktu yang
banyak. Pembatasan jangka waktu pengolahan yang diberi-
kan oleh petani penggarap ini adalah ditentukan dengan
tahun. Yang dimaksud dengan tahun disini adalah tahun
tanaman atau umur tanaman bukan tahun kalender.

Dengan diberikannya jaminan mengenai jangka wak;ﬁ
tersebut maka penggarap mempunyai cukup waktu untuk
mengolah dan menjalankan segala daya upaya agar bisa
memperoleh hasil yang sebanyak-banyaknya. Hal yang
demikian akan membawa keuntungan pula bagi petani
pemilik lahan dimana ia juga memperoleh bagian dari
hasil keuntungan yang diperoleh selama lahan perta-
niannya tersebut dikerjakan oleh petani lain.

Tanah persawahan yang dimiliki oleh seorang
petani yang tidak bisa mengolahnya sendiri maka akan
bisa terlantar karena kemungkinan tanah tersebut di-
biarkan kosong (bero). Tanah yuang lama dikosongkan
(diberakan) akan menjadi tidak subur lagi karena
banyaknya tumbuhan liar yang tumbuh didalamnya.

Oleh karena itu tahun-tahun pertama oleh petani
penggarap dipergunakan untuk memperbaiki' tanahnya baru
kemudian digunakan untuk memperbaiki tanamannya.

Adakalanya terdapat tanah-tanah kering yang perlu
dikosongkan (diberakan) lebih dulu sebelum dapat di
tanami dengan hasil yang lebih baik. Adapun lama waktu

itu haruslah pula sedemikian rupa agar jika pada tahun-
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tahun pertama tidak ada kerugian dikarenakan oleh suatu
sebab akibat dari keadaan tanah itu.

Mengenai jangka waktu yang diberikan oleh petani
penggarap untuk mengolah lahan subur dan lahan kering
adalah berbeda, untuk penggarapan tanah kering biasanya
Jangka waktu pengolahan adalah lebih lama yakni * 4 - 5
tahun. Adapun untuk pengolahan tanah subur maka pengo-
lahan tanah lebih pendek yakni sampai * 2 - 3 tahun
saja. Adanya perbedaan jangka waktu untuk sawah kering
dan sawah subur, ini karena untuk sawah yang kering
dibutuhkan waktu tersendiri untuk mengubah tanah kering
menjadi tanah subur yang siap pakai dan hal ini membu-
tuhkan waktu yang tidak sebentar artinya untuk tanah
kering hasil pengolahan baru bisa dinikmati setelah
beberapa tahun. Adapun untuk tanah subur setelah tana-
man itu ditanam maka untuk beberapa bulan sudah bisa
dinikmati hasilnya.

Sedangkan mafsadahnya didalam perjanjian bagi
hasil usaha dalam pertanian adalah jika terjadi kegaga-
lan dalam penanaman padi yang mana kegagalan itu bukan
karena unsur sengaja dari petani penggarap ataupun
penjaga sawah akan tetapi karena faktor-faktor diluar
kemampuan fikiran serta perbuatan petani penggarap
maupun petani penjaga, misalnya kegagalan itu disebab-
kan karena faktor alam baik karena banjir, lonsoran

tanah atau hama-hama tertentu seperti!hama tikus dan
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hama ulat. Akan Letapi walaupun demikian segala  keru-
gian yang menimpa pihak-pihak yang mengikatkan diri
dalam perjanjian kerja sama Dbagi hasil itu, maka
seluruh kerugian hanya menjadi tanggungan bagi petani
penggarap dan petani penjaga saja, adapun bagi petani
pemilik 1lahan tidak ikut menanggung semua kerugian
tersebut.

Kerugian yang ditanggung oleh petani penggarap
adalah kerugian materi dan kerugian tenaga. Kerugian
materi yang ditanggung adalah berupa seluruh biaya
perawatan tanaman terebut yakni mulai biaya pupuk,
penanaman dan lain-lain. Sedangkan kerugian yang lain
yang dirasakan oleh petani penggarap adalah seluruh
tenaga untuk membersihkan rumput, pengaturan air dan
juga pengawasan tanaman sehari-hari. Dengan demikian
maka petani penggarap dan penjaga sawah dalam per-
janjian bagi hasil pertanian ini berada pada pihak yang
lemah. Namun walaupun demikian mereka masih mau melaku-
kan kerja sama dalam bidang pertanian ini. Hal ini
mereka lakukan karena hanya dengan jalan tersebut
mereka berharap bisa untuk memperoleh hasil dan dengan
hasil tersebut kebutuhan-kebutuhan hidupnya bisa
terpenuhi selain taraf perekonomiannya bisa sedikit
terangkat. :

Kesediaan petani penggarap untuk mengolah lahan

pertanian milik orang lain itu juga disebabkan karena
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kadang kala ada petani yang memiliki lahan yang luas
dan ia tidak bisa untuk mengolah 1lahannya tersebut.
Jadi dengan kesediaan petani penggarap tersebut berarti
ia telah membantu petani pemilik lahan tersebut mengo-
lah lahannya itu sehingga tidak menjadi tanah yang
gersang tanpa hasil. Selain itu bagi petani lain yang
menerima lahan tersebut berarti ia juga menerima hasil
dari wusahanya tersebut. Dengan demikian maka dalam
kerja sama bagi hasil pertanian ini terdapat unsur
saling menolong.

Dalam sebuah hadist Nabi Muhamad SAW. memerintah-
kan pada umatnya untuk saling menolong sebagaimana

dalam sabdanya
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"Sesungguhnya Rosulullah SAW. bukan mengharamkan
bertani dengan bagi hasil, tetapi beliau memerin-
tahkan agar sesama manusia saling tolong menolong
dengan sabda beliau "Siapakah yang memiliki
tanah, hendaknya ia menanaminya atau ia berikan
(penggarapannya) kepada saudaranya dan jika ia
enggan, maka ia sendiri harus menggarap
tanahnya". (Fiqih Sunah, 1978 : 148).
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Rosulullah SAW. Jjuga melarang bentuk kerja cama
perjanjian bagi hasil pertanian yakni kerja sama yang
dilarang yaitu satu kerja sama yang blsa menimbul kan
perselisihan antara mereka.

Sebagaimana dalam sabda Bellau yaltu :

e NN B N S Vo 58N

"Jika ini keadaan kamu, maka kalian Jjangan mengu-
langi lagi (bekerja sama) dalam bertani”. (Fiaih
Sunah, 1987 : 192).

Jadli dilihat dari hadist tersebut diatas bahwa
suatu bentuk kerja sama dalam bidang pertanian dengan
bagi hasil yang dilarang oleh Nabi adalah suatu bentuk
kerja sama yang menimbulkan perselisihan diantara
mereka yang melakukan perjanjian tersebut. Ini artinya
bentuk kerja sama bagi hasil dalam bidang pertanian
dimana perjanjian bagi hasil pertanian tersebut tidak
menimbulkan perselisihan maka dibolehkan oleh Nabi SAW.

Suatu bentuk kerja sama yang meruglkan pihak lain
baik merugikan petani penggarap maupun petani pemiliki
itu sendiri, maka hal itu juga dilarang menurut Islam,
hal ini sebagaimana dalam qa”idah Fighiyah sebagal

berikut :
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“Tidak boleh merugikan diri sendiri dan tidak
boleh merugikan orang lain”. i
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Dengan adanya aturan-aturan tersebut, maka setiap
orang yang beragama Islam hendaklah memperhatikan hak

orang lain sehingga ia tidak merugikan orang lain.
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